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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFATI LEBONG,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK  Perwakilan Provinsi Bengkulu
Tahun 2013 tentang Penghapusan Dana Bergulir
kepada Masvarakat, maka perlu penambahan pasal
tentang Dana berguir

bahwa dalam rangka tata kelola pemerintahan yang
baik yang memiliki tiga pillar utama yaitu
transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dalam
pengelolaan keuangan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huraf b, perlu dilakukan
perubahan atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 51
Tahun 2012 tentang Kebjjakan Akuntansi.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 2828);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3312),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Keolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851};

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Propinsi Benglkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4349);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 (entang
Pemeriksaan Pengelolaan  dan  Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan NMNasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44.37),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yvang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Keolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tamhbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4349);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 (entang
Pemeriksaan Pengelolaan  dan  Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4400];

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemn
Perencanaan Pembangunan MNasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44.37),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Dacarah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemenntah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemenntah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Nepara Republik
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573},
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistern Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4576,

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 MNomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nemor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4583},

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik  Indonecsia  Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan  Standar  Akuntasni
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomeor 13 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan
Daerah;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2012 tentang
Kebijakan Akuntansi diubah scbagai berikut :

1. Lampiran B.I tentang Kebijakan Akuntansi Neraca pada Nomor 11 dirubah
sehingga berbunyi sebagai berikut :

11. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan
untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, terdir dari :
a) Pembelian Surat Utang Negara;
b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan
kepada fihak ketiga,
¢) Dana bergulir
Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

Bantuan vang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan
dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah
daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan
digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana
bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di
atas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran
Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap
realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan
sebagai Penerimaan Pembiayaan - Investasi Jangka Panjang. Dengan
demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak  dimasukkan
sebagai Belanja Bantuan Sosial karena  pemerintah daerah
mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan
menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya.
Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka
panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagm
Investasi Jangka Panjang. Bantuan yang diberikan kepada kelompok
masyarakat dengan maksud agar kehidupan kelompok masyarakat
tersebut lebih baik tidak dimaksudkan untuk diminta kembali lagi oleh
pemerintah daerah maka rencana pemberian bantuan untuk kelompok
masyarakat tersebut dianggarkan di APBD sebagai belanja bantuan
sosial. Demikian  juga realisasi pembayaran dana tersebut kepada
kelompok masyarakat tersebut dibukukan dan disajikan sebagai Belanja
Bantuan Sosial.

d) Investasi nonpermanen lainnya.



7. Ketentuan Lampiran B. I tentang Kebijakan Aluntansi Aset poin Pengungkapan
Investasi ditambah sehingga poin pengungkapan Akuntansi berbunyi sebagai
berikut :

34, Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah

daerah berkaitan dengan investasi pemerintah daerah, antara lain :

1) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;

2) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi
jangka panjang,

3] Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan
tersebut;

4) Investasi dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan

5) Perubahan pos investasi.

34.a. Dana Bergulir
1. Pengertian Dana bergulir

Dana bergulir merupakan Investasi nonpermanen berupa dana
bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan
digulirkan kepada masyarakat, usaha kecil dan menengah untuk ditarik
kembali setelah jangka waktu tertentu, dan kemudian disalurkan
kembali.

2. Karakteristik Dana bergulir

Adapun karakteristik dari dana bergulir adalah sebagai berikut:

a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah;

b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBD danjfatau laporan
kevangan,

¢. Dana tersebut harus dimiliki,dan/atau dikendalikan Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PAJKPA);

d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada
masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau lanpa nilai
tambah, selanjutnya dana  disalurkan  kembali  kepada
masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);

e. Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir Dana
Bergulir disajikan di Neraca sebagal Investasi Jangka Panjang -
Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir. Pada  saat
perolechan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan atau
pengeluaran pembiayaan dana bergulir. Tetapi secara periodik
dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir schingga dana
bergulir yan tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang
dapat direalisasikan (net reliazable value).

3. Penyajian Dana Bergulir

Penyajian dana bergulir berdasarkan nilai bersih yang dapat
direalisasikan dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir
Diragukan Tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga
perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari
pendapatan dana bergulir.



Dana Bergulir Diragukan Tertagih dapat diperoleh apabila
SKPD pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir
3eg11ai dengan jatuh temponya (aging schedule). Berdasarkan
penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang
benar benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori
diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.

4. Penghapusan Dana Bergulir

Dana Bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir
tersebut benar benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya
mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (contra account) dari
Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan dalam
Investasi Jangka Panjang. Penilaian kualitas umur dana bergulir
dan prosentase penyisihan sebagai Dana Bergulir Diragukan Tertagih
sebagai berikut :

a. Sisa pokok pinjaman dana bergulir mulai dari 0 (nol) sampai dengan
3 tahun setelah jatuh tempo dikategorikan sebagai dana bergulir
yang diragukan dapat ditagih dengan prosentase pencadangan
50%. (0 s/d 3 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 50%);

b. Sisa pokok pinjaman dana bergulir diatas 3 sampal dengan 4
tahun setelah jatuh tempo dikategorikan scbagai sebagai dana
bergulir yang diragukan dapat ditagih dengan prosentasec
pencadangan 75%. (3 s/d 4 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan
T5%).

c. Sisa pokok pinjaman dana bergulir diatas 4 tahun setelah jatuh
tempo dikategorikan sebagai dana bergulir yang benar - benar
tidak dapat ditagih dengan prosentase pencadangan 100%. (diatas 4
tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 100%).

d. Sedangkan nilai pokok pinjaman/ dana bergulir yang belum
selesai masa angsuran (belum jatuh tempo) diakui sebagai dana
bergulir yvang dapat ditagih.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan Pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lebong,

Ditetapkan di Tubei,
pada tanggal o4 _.,- 2014

4 BUPATI LEBONG,

-

7," H. ROSJONSYAH
Diundangkan di Tubei
pada tangpal 04 -~ 1t - 2014
SEKRETARIS D KABUPATEN LEBONG,

L

MIRWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR.......

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BACHN HUXUMDAN ERA SR DAERAS

PENELAAH PRODUK HLKUM
Nﬁ- KABUIPATEN LEBONG k
\




